BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR '¢9 TAHUN 2014

TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAUR,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5)
. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Rencana
Induk Pengembangan SPAM ditetapkan oleh Pemerintah
atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
b. bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum di
Kabupaten Kaur agar dapat terselenggara dengan tertib,
berkelanjutan dan berfungsi sesuai dengan yang

direncanakan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem

Penyediaan Air Minum,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor S Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran
. Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten
Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4266);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik

T S e Indonesia Nomor 4377);
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan  Sistem Penyediaan Air Minum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4859);

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
294 /PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan
Jaringan Perpipaan;

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
12/PRT/M /2010 tentang Pedoman Kerjasama
Pengusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum,;

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
18/PRT/M /2012 tentang Pedoman Pembinaan
Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum;

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
07/PRT/M/2013 tentang Pedoman Perizinan
Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum oleh Badan Usaha dan Masyarakat untuk
Memenuhi Kebutuhan Sendiri;

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
492 /MENKES/PER/IV /2010 tentang Persyaratan
Kualitas Air Minum;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 04 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2012 Nomor 150);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

28
3
4

Daerah adalah Kabupaten Kaur.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
Bupati adalah Bupati Kaur.

Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Kaur.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Daerah Air Minum selanjutnya
disingkat UPT PDAM adalah unsur pelaksana teknis operasional
pengelolaan air minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur.

Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan

satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana
air minum.
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8. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut
Rencana Induk Pengembangan SPAM adalah suatu rencana Jjangka panjang
yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum
jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi

kebutu

han air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa

tahapan dan muatan komponen sistem utama beserta dimensi-dimensinya.

9. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut
Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten Kaur adalah Rencana

Induk

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Wilayah

Kabupaten Kaur.

10. Air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku
adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air

tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air
baku untuk air minum.

11.Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses
pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat
kesehatan dan dapat langsung diminum.

12. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang
" sehat, bersih dan produktif.

13. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun,
memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik
(kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum)
dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum

kepada
14. Penyele

masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
nggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan,

melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi,

meman

tau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik

penyediaan air minum.

15. Penyele
penyele

nggaraan Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut
nggaraan adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik

Daerah, Koperasi, Badan Usaha Swasta dan/atau kelompok masyarakat
yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air
minum.
16. Pelanggan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau instansi
‘ yang mendapatkan layanan air minum dari penyelenggaraan.

17. Daerah

Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu

wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan

dengan

sungai dan anak sungai yang berfungsi menampung air berasal

dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya

melalui

sungai utama ke laut.

18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kaur yang selanjutnya RTRW

adalah

hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten

Kaur.

(1
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SPAM

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum merupakan penjabaran dari

untuk jangka waktu 15-20 tahun yang merupakan bagian dari

Perencanaan Pengembangan SPAM.
(2) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada
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)

(4)

(1)
)

3)

(1)
(2)

(1)

kondisi umum daerah;

kondisi sistem air minum eksisting;

standar perencanaan;

proyeksi kebutuhan air;

potensi air baku;

rencana pengembangan SPAM;

rencana pendanaan;

rencana pengembangan kelembagaan; dan

. rencana tata ruang wilayah.

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), menjadi pedoman bagi :

a. pemerintah daerah dalam pengembangan sistem penyediaan air minum
dalam jangka waktu 15-20 tahun; dan

b. pemerintah daerah dalam menyusun prioritas dan plafon anggaran

pengembangan sistem penyediaan air minum.

N N R

Pasal 3

Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum ditetapkan
untuk jangka waktu 15-20 tahun sejak di undangkan Peraturan Bupati ini.
Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten
Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditinjau ulang setiap 5
tahun atau dapat diubah apabila terdapat hal-hal khusus dengan
memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Kabupaten Kaur.
Peninjauan ulang atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh BAPPEDA.

Pasal 4

Penyelenggaraan Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten Kaur
adalah Pemerintah Daerah melalui Bappeda.

Pelaksana Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten Kaur adalah
UPT PDAM Kabupaten Kaur.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan
SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk

Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala
Bappeda Kabupaten Kaur.



Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal // Deyeméber 2014
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Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 12 oerember 2014

SEKRET. DAERAH,

4

NANDAR MUNADI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2014 NOMOR : § 29




